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Dari hasil uraian pada bab- bab yang sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pada setiap hubungan kerja seringkali terjadi perselisihan antara pekerja 

dengan pengusaha. Jika perseli!::ihan terseh:..:t tidak dapat ditangani dtngan cepat 

maka akan mengganggu aktifitas perusahaan yang pada akhirnya daoat berakibat 

pi;.da ~mutusan hubungan keija pada pekeija. 

2. Du.lu.m :;\.i.G.~u hubungu.n kerja antara pekerja dengan pengusaha, pasli diakhiri 

dcngan adanya p;.:mutusan hubungan kcrja bai~-. discbabkan karena keinginan 

pekerja / pekcrja mengundurkan diri atau keinginan pengusaha atau keinginan 

pemerintah maupun keinginan pengadilan melalui adanya putusan pengadilan. 

j. r'emutusan hubung<ul kcija yang terjadi dari pihak pekerja maupun pengusaha 

tidaklah harus didahului dcngan adanya pcrsclisihan . 

.1 Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pengusaha haruslah 

meng<:cu I berpedoman kepada peraturan yang berlaku daiam hal ini adaiah 

Kepulusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 150 tahun 2000 

ten tang Pcnycicsaian Pcmutusan Hubungan Kcrj a (PHK) dan Pcnctapan Uang 
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Pesangon, Uang Fenghargaan Masa Keija dan Ganti Kerugian di Perusahaan dan 

berpedoman pula kepada Undang- Undang Tentang Femutusan Hubungan Keija di 

Perusahaan Swasta, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1964 serta Peraturen 

Perusahaan yang beriaku pada perusahaan tersebut dalam hal ini adalah PT. Sasana 

Caraka Mekaijaya (SCM). Semua peraturan diatas yang dijalankan oleh pihak 

perusahaan telah mengutamakan asas kekeluargaan dan atas kesejahteraan bagi 

pekerja, 

5. Pemutusan Hubungan Keija yang dilakukan oieh pihak pekerja dapat 

dilakukan kapan saja tetapi keinbtinan tcrsebut harus terlebih dahulu disampaikan 

kepada pihak perusahaan dalam hai ini persoPalia untuk di proses. Kepada pekerja 

yang meiakukan pemmusan hubungan keiJa tersebut akan diberikan uang 

pesangon, uang penghargaan masa i<:erja dan uang gami kerugian sesuai dengan 

p-...:raturan yang berlaku. lJalam hal ini adalah Kepmerlal-..er Nomor i 50 t.ahun 20(10. 

6. Pemurusan Hubungan KerJa yang diiakukan oieh pengusaha dapat saja diiakukan, 

namun harus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang beriaku yakni 

Undang - Undang Temang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, 

Undang - UnJang Nomor 12 Tahun 1964 dan Kepuiusan Mellen Tenaga Ker_1a 

Tentang Pen:;elesaian Pemumsan Hubung~.n Ker_~a (PHK) dan Penetapan Uang 

Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan, 

Kepmenaker No•nor 150 Tahun 2000. 

7. PT. Sasana Caraka Mekarjaya dalam melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) kepada pekerja telah sesuru dengan ketentuan perundangan yang berlaku 
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yakni Kepmenak.er No, 150 lahWI 2000 l.entang Pettyelesaian Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan 

Ganti Kerugian di Perusahaan dan tata cara pemutusan hubungan kerja teiah sesuai 

dengan Undang- Undang No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di 

Perusahaan Swasla. 

8. Pelaksanaan Peraturan perundang - undangan khususnya Keputusan Menteri 

Tenaga Ketja Tentang Penyeiesaian Pemutusan Hubungan Ketja (PHK) dan 

Penetapan Dang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Keija dan Ganti Kerugian di 

Perusahaan dan lata cara pt:mulusan hubungan keija ldah sesuai dengan Umlang -

Undang No.l2 tahun 1964 tentang Pemu:usan hubungan Keij(i di Perusahaan 

Swasta pacia PT. Sasana Caraka Ivlekatjaya teicil berjalan dengan baik. 

B. Saran 

Adapun saran- satan yang dapal k.anu sampaik.an aJaiah s~:bagai berikul: 

a PT. Sasana Caraka MekaiJaya (SCM) sebagai saiah satu perusahaan m1iik swasm 

hendaknya di daiam melakukan pemutuo;an hubungan keiJa temp mematuhi dan 

meiaksanakan ketentuan - ketentuan dalam Undang - Und~ng No. 12 tahu:1 

1 uan Keprnenaker Nu. i 50 lahun ""\nAn 
L.VVV secara k.uns1 ~Len 

berkesmambur.gan send senannasa mengedepar..kun asas kekeiuargaan dan 

asas kesejahteraan bcgi peker_~:l. 

b. Hendaknya pihak perusa:1aan mempenahankan keqasamanya dengan 

dt:partt:men dan/ alau inslansi yang lerkail dt:ngan pt:laksanaan Kt:pmt:nak.t:r No. 

150 tahun 2000. 
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c. Hendaknya pihak Deparlemen Tenaga Kerja dalam hal ini hadan pengawas, 

:senantiasa memantau dan berkuurdinasi dengan pihak perusahaan dalam hal ini 

persoealia, ae;ar Kepmenakcr No. 150 talitin 2000 tentang Penyelesaian 

Pemutusan Hubungan Keija (PHK) dan Penetapan Uang Pesangon, Uang 

Penghargaan Masa Ketja dan Ganti Kerugian di Pe!Usabaan dan tata cara 

pemutu:san hubungan keija tdah sesuai dengan Undang - Undang No. 12 tahun 

1964 tentang Pemutusan Hubungan Ketja di Perusahaan Swasta dapat senatiasa 

beijalan secara konsisten. 
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